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PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 20 19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negar
a

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambah
] an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent
ntan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik nd g
onesia

i
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

¢ Indonesia Tahun
lik

Negara (Lembaran Negara Republil

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repub
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajalk
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

%
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10. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

gistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahu
Pemerintah Nomor S6 Tahun 2005

Daerah (Lembaran Negara Republik

n 2010 tentang Perubahan Peraturan

tentang Sistem

Informasi Keuangan

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106 );

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten

3.
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Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016

tent

ang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor

8).

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai

berikut :
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
Defisit
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

11.831.983.759.800,00
12.154.531.396.800,00

(322.547.637.000,00)

453.547.637.000,00

131.000.000.000,00
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embizvaan Netto Rp. 322.547.637.000,00

U

isz Lebih Pembiayaan Anggaran

SI)

Rp. 0,00

Tzhun Berkenaan

iciaa

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Ringkasan
Peniabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

019 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Gubernur 1nl.

)
o4
1

ingkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terinci
dituangkan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dzerah Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran Il Peraturan

Gubernur ini.
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} Daftar Penerima Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV

Peraturan Gubernur ini.

[3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4),

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dituangkan
lebinh lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar  setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah

PFrovinst Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 20 Desember 2018
GUBERNUR BANTEN,

TTD
WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal, 20 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
TTD

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRQ HUKUM,

AGUS MINTONO, SH., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680805 199803 1 010
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